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ABSTRAK 

 

 

Mewujudkan cita-cita reforma agraria menjadi hal yang tidak bisa ditunda, 

masih ada masyarakat yang belum memanfaatkan secara optimal sertifikat tanah hasil 

penataan aset untuk dilakukan penataan akses (access reform). Dari sisi kepastian 

hukum hak atas tanah, memang telah terlaksana dengan terbitnya sertifikat hak milik 

atas tanah, namun dari sisi kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan atau taraf  

hidup  pemegang hak atau penerima sertifikat, masih perlu mendapatkan perhatian 

dari berbagai pemangku kepentingan. Badan Pertanahan Nasional berusaha 

mengoptimalkan access reform atau penataan akses melalui program pemberdayaan 

masyarakat dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito 

Kuala sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah turut melaksanakan 

pemberdayaan masyarakat dan mendorong dilaksanakannya access reform. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Kantor Pertanahan 

Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan access reform pasca redistribusi tanah 

di Desa Tinggiran Darat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. Desa 

Tinggiran Darat memiliki potensi pertanian unggulan yang mendukung keberhasilan 

reforma agraria di Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu bentuk reforma agraria, 

yaitu integrasi penataan aset dari hasil pelepasan kawasan hutan dan penataan akses 

berupa dukungan kegiatan pemberdayaan budi daya dan pengolahan buah nanas 

dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif pada pelaksanaan access reform 

di lokasi Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pelepasan kawasan 

hutan di Desa Tinggiran Darat. Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen 

dan wawancara.  

Berdasarkan penelitian ini, peran yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Barito Kuala terhadap pemberdayaan masyarakat meliputi pembentukan 

tim penanganan akses reforma agraria dan penetapan lokasi, persiapan penanganan 

kegiatan reforma agraria, pemetaan sosial, penyuluhan program, penyusunan model, 

pendampingan penanganan akses, serta evaluasi dan pelaporan. Peran Kantor 

Pertanahan Kabupaten Barito Kuala dari mulai kegiatan penataan aset hingga 

penataan akses mampu menjawab tantangan kegiatan reforma agraria dan 

membuktikan kehadiran pemerintah dalam upaya menciptakan sumber kemakmuran 

dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria. 

 

Kata kunci : Acces Reform, redistribusi tanah, pemberdayaan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

ABSTRACT 

 

actualize the aspirations of agrarian reform is something that cannot be 

delayed, there are still people who have not optimally utilized land certificates 

outcome from asset arrangement in asset reform to access reform program. In legal 

certainty over land rights, The National Land Agency (BPN) has published 

certificated of land rights. However, from of the benefits for improving the welfare 

and economcy of the people who has receiving the certificate, it needs attention from 

various stakeholders. BPN is trying to optimize access reform through community 

empowerment programs based on Presidential Regulation No. 86 of 2018 about 

Agrarian Reform. The Barito Kuala District Land Office as representative of the 

Central Government in the regions, participates in empowering and encouraging the 

implementation of access reform. 

This study aims to explain the role of the Barito Kuala District Land Office in 

implementing access reform after land redistribution in Tinggiran Darat Village, 

Mekarsari District, Barito Kuala District. Tinggiran Darat Village has excellent 

agricultural potential that supports the success of Agrarian Reform in South 

Kalimantan Province. One form of Agrarian Reform, namely the integration of asset 

management from the deliverance of forest areas and arrangement of access in the 

form of support for empowering activities for pineapple cultivation and processing 

with the aim of increasing the income of rural communities. 

The research methods in using descriptive qualitative on the implementation 

of access reform in the location of Land Redistribution Objects of Agrarian Reform 

(TORA) in forest areas in Tinggiran Darat Village. Collecting data by conducting 

document studies and interviews.  

Based on the result, the role carried out by the Barito Kuala District Land 

Office for community empowerment includes: forming a team for handling access to 

agrarian reform and determining locations, preparing for handling agrarian reform 

activities, social mapping, program counseling, modeling, assitane in handling 

access, as well as evaluation and reporting. The role of Barito Kuala District Land 

Office, starting from asset arrangement activities to access arrangement, is able to 

answer the challenges of agrarian reform activites and prove the government’s 

presence in efforts to create agrarian based sources of prosperity and welfare for 

society.  

 

Keyword: access reform, land redistribution, community empowerment. 
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1. a . Apa yang dimaksud dengan Pemetaan Sosial? 

b. Bagaimana pemetaan sosial tersebut dilakukan? 

2. a . Bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam peningkatan kelembagaan? 

 b. Apakah koperasi/Kelompok Tani sudah ada di Desa Tinggiran Darat? 

3.  Pendampingan usaha yang seperti apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan? 

4.  a . Keterampilan apa yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat? 

 b. Apa yang diharapkan dari  kegiatan peningkatan keterampilan tersebut? 

5.  Mengapa diversifikasi usaha penting untuk dilakukan? 

6.  Bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam memberikan fasilitasi akses 

permodalan?  

7.  Bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam memberikan fasilitasi akses 

pemasaran?  

8. a. Infrastruktur pendukung seperti apa yang diperlukan dalam penataan akses? 

 b. Apakah infrastruktur pendukung tersebut sudah ada? 

9. Apakah ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penataan akses di Desa 

Tinggiran Darat? 
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